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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepadaTuhan Yang Maha Esa
karena atas berkat dan rahmatNya,
Laporan Kinerja Biro Umum dan
PengadaanBarang dan Jasaahun 2023
dapat diselesaikan tepat waktu.
Sebagaimana tertuang dalam Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
XI/MPR/1998, Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuantujuan dan sasaransasaran yang telah ditetapkan maka
disusunlah Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan
program dan kegiatan serta penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan tata
kelola Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas, efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran
program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam
Perjanjian KinerjaBiro Umum dan Pengadaan Barang dan Jaasaun 2023. Biro Umum
dan Pengadaan Barang dan Jagmda tahun 2028 menetapkan 2 (dua) Sasaran
Kegiatan (SK)dan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Secara umumBiro
Umum dan Pengadaan Barang dan Jasdah berhasil merealisasikan target kinerja

yang ditetapkan dalamPerjanjian Kinerja Tahun 2023
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Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jgsada tahun 2023. Selain itu, tantangan dan
permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi

acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kelepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan
program/kegiatan dan anggaran, perumusan Kkebijakan bidang pendidikan dan

kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
terselesaikannya laporan kinerjaBiro Umum dan Pengadaan Barang dan Japada
tahun 2023, dan semoga laporan kinerja ini dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Jakarta, Januari 2024
Kepala Biro Umum dan
Pengadaan Barang dan Jasa

Triyantoro
NIPp woYUpppopwWWOTOPTT
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang dan JaBahun 2023 menyajikan
tingkat pencapaian 2 (dua)SasaranKegiatan (SK)dengan 4 (empat)indikator Kinerja
Kegiatan (IKK) yang dilaksanakan oleh Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2@&2

Ringkasan tingkat pencapaian Sasarakegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan

(IKK) Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1
Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan
barang dan jasa bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi

92,00%

108%

150%
[[KK.1.1] Presentase

Optimalisasi Fugsi UKPBJ 100%
Kemendikbudristek 0%

2023

2022

0%

m2021 m2022 m2023

[IKK.1.2] Jumlah Unit MY

Kerja yang
Mengimplementasikan
Sistem Naskah Dinas

Elektronik 150%

100%

200%

2023

2022
50%
2021
0%

2021 = 2022 = 2023




Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya Tata Kelola Biro Umum dan Pengadaan Barang dan
Jasa

[IKK.2.1] Predikat SAKIP 2021 2022
Biro Umum dan
Pengadaan Barang dan
Jasa Minimal BB

2023

Gambar 1.1 Ringkasatingkat capaian [IKK.2.1] 20212023

105%
106%

[IKK.2.2] Nilai Kinerja
Anggaran (NKA) atas 106%
Pelaksanaan RKAL Biro

. 105%
Umum dan PBJ Minimal 90

2023

104% 2022

2021
103%

2021 m 2022 m2023

Diagram 1.3 Ringkasan tingkat capaian [IKK.2.2] 2022023




Ringkasantotal daya serap anggaran Tahun 2023, Biro Umum dan Pengadaan Barang
dan Jasa adalah sebagai berikut: 2 K

Capaian IKK2 100%

2 | KK

Capaian IKK < 100%

Gambar 12 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

PAGU
Rp352. 773

99,4 REALI SASI
°Rp DB 476200

0,55 S| SA
O R . 962564 0,0

Gambar 13 Capaian Anggaran Tahun 2023
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Kendala/Permasalahan

Bimtek tersebut sehingga belum terlihat output (tindak lanjut) maupun outcome

Tidak adanyakegiatan monitoring dan evaluasi bagi arsiparis yang sudah mengikuti
(manfaat) dari Bimtek Digitalisasi Arsip bagi satker masing-masing

sementara yang akan ditata arsip jumahnya lumayan besar dan hampir 80% arsip

xTempat pelaksanaan penataan arsip di lingkungan Kemendikbudristek terbatas,
@ kurang baik sehinggaperlu tempat untuk penataanterpadu

Peningkatan kapabilitas satuan pelaksana untuk optimalisasi kinerja UKPBJdalam
pelaksanaanrapat koordinasi denganmengundangstakeholder terkait bagi seluruh JF
PPBJsebagaisarana berbagi informasi tidak dapat dilaksanakan secarabersamaan
sehinggakurang maksimal.

4 Belum adanya pendampingan penanggulangan bencana pada sekolah yang tidak
& terkena bencana.
Terdapatasettanah yangbelum bersertifikat .

Umum dan PBJ.

Perlu Pengembangan Kompetensi tenaga ASN dan outsourching di lingkungan Biro

Relaksasiterhadap regulasi dan terbatasnya kuota bagi JFPPBJyang akan mengikuti
diklat di Direktorat Sertifikasi dan Profesi LKPP menyebabkan terhambatnya
pemenuhankualifikasi dan kompetensi SDMUKPBJ

Pemenuhan100% UKPBJLevel 3 (Proaktif) target LKPP sebagailnstansi Pembina
/3‘ membuat belum dibukanya level 4 (Strategis) dan 5 (Unggul) sehinggamaturitas
kematanganUKPBmasih terhambat.

Sosialisasi dan pendampingan penggunaan SINDE khususnya skor statistik bagi P
belum dapat dilakukan secara intensif.




Langkah Penyelesaian Masalah

Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Pusdat
Kemendikbudristek terkait persyaratan teknologi dan keamanar
aplikasi SINDE yang melibatkan Kementerian Komunikasi dé
Informatika (Kemkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSS (@\\
dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rang|

mendapatkan pertimbangan Menkominfo untuk penetapan SIND
sebaaai aplikasi seienis denaan AUBKD/SRIKANDI.

Koordinasi pengelolaan arsip dinamis Kemendikbudistek @

Sekreatris Jenderal Kemendikbudristek telah bersurat kepada
Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah melall
Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Da &
Manusia Nomor 31824/A.A7/LK.00.03/2023 tanggal 19 September
2023 hal Permohonan mengikuti pengangkatan dalam JF PP
melalui perpindahan dari Jabatan lain juga p#a laman
https://perpindahan.lkpp.go.id sebanyak 63 (enam puluh tiga) PNS

Melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dan satual =
pendidikan untuk melaksanakan PermendikbudNomor 33 tahun @j%
2019 dan peningkatan kapasitas guru dalaradukasi kebencanaan.

Melakukan pengamanan BMN berupa tanah dan dicatatkan pac
aplikasi SAKTI darberkoordinasi denganKPKNL untuk didaftarkan
ke BPN dan Pemerintah Kotaterkait dalam rangka penerbitan
sertifikat.

Mengembangkan SIPPBJ yang mengakomodir seluruh pak

Merencanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai @
pengadaan di lingkungan Kemendikbudristek. H




Koordinasi dengan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaz:
Sumber Daya Manusia untuk mengembalikan rekomendasi LKP
dari 397 menjadi 300, dengan alasan bahwa dari kebutuhan 120 J ﬁ/‘(\\
PPBJ Pertama existingebanyak 2 JF PPBJ masih ada kekuranga
91 (sembilan puluh satu) sehingga dengan pengisian jalu|
perpindahan 63 (enam puluh tiga) maka jumlah akan terpenuhi dar
tinggal menyisakan 30 (tiga puluh) formasi yang kosong.

Perlu adanya program kegiatan tindak lanjut dari Bimtek Kearsipan
tersebut dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi dari kegiatan g
Bimtek.
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PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasaerupakan satuan kerja pada
Sekretariat Jenderal Kemendikbudtistek, yang mengalami perubahan nomenklatur

satuan kerja dengarsilsilah sebagai berikut:

o

"EOI 4AO0i=
f pwgommp q

AP.H. Ajawaila (1975-1981)

AZakaria Idris (1981--1983)

ATarip Roestarto (1983-
1991)

ASoenardi Dwidjosusastro
(1991--1999)

AAbdul Rauf (1999-2001)

Biro Umum dan Pengadaan
] Diagram 1.4 Distribusi Pegawai Biro Umum dan

Barang dan Jasa dibentuk pertama PBJ

kali pada tahun 1975 dengan nama

Biro Tata Usaha, dan dalam

perjalanannya, pada tahun 2001

berubah nama menjadi Biro 410
: 400 NON
Umum dan tahun 2019 sampai - PNS
sekarang, berubah nama menjadi 380
370

Biro Umum dan Pengadaan
=PNS ®NON PNS
Barang dan Jasa.
Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasaat ini dipimpin oleh Drs. Triyantoro,

M,Si.,dengan jumlahpegawaiper Desember 203 sebanyak794 pegawai dengan

15




Wilayah kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa melingkppgawai di
satker pusat dan JFPPBJ di 8 Satuan Pelaksana yang tersebar di berbagai daerah di
Indonesia

Sebaran pegawai Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasedasarkan jenis

kelamin, golongan, dan tingkat pendidikan digambarkan dalam diagrareebagai
berikut:

Diagram 1.5 PNS Biro Umum dan Dlagrarlg)]e%dgsa’\rlfaﬁlgo%:ug\dan PBJ
PBJ Berdasarkan Jenis Kelamin 9
Perempuan
136, 33% 350
300 318
250
200
150
100
Laki-laki;
’ 50
271, 67% 0 & 13 75

m Laki-laki Perempuan ' 1 " Jumlah

Diagram 1.7 Sebaran PNS Biro Umum dan PBJ Berdasarkan Pendidikan

300
= 257
250
200
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B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitd§inerja
Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara daReformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologNomor 28
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13
Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
2020-2024;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolobiomor 40
Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021, Biro Umum dan
Pengadaan Barang dan Jashpimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab

kepada Sekretaris Jenderal. Sesuai dengan Permendikiistek tersebut Biro

Umum dan RRngadaanBarang danJasamemiliki tugas dan fungsi sebagai berikut

(vielaksanakanurusan ketatausahaan dan penyiapan
bahan pembinaan dan pengelolaan persuratan dan
kearsipan dilingkungan Kementerian serta penyiapan
bahan pembinaandan pengadaan barang dan jasa

+ AT AT OAOEAT 806
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& FUNGSI

1. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan;

2. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan di lingkungai
Sekretariat Jenderal,

3. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan persuratan da
kearsipan di lingkungan Kementerian;

4. pelaksanaan urusan  kerumahtanggaan di lingkungan
Kementerian;

5. pelaksanaan urusan keprotokolan di lingkungan Kementerian;

6. penyiapan bahan pembinaan pengadaan barang dan jasa
lingkungan Kementerian;

7. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkunge
Kementerian;

8. fasilitasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian;

9. penyiapan bahan pembinaan sumber daya manusia da
kelembagaan pengadaan barang dan jasa;

10.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang umum da
pengadaan barang dan jasa; dan

11. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan Kkeprotokolan
Kementerian dan ketatausahaan pimpinandan Biro serta urusan dalam di

lingkungan Sekretariat JenderalBagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

ek FUNGSI

1. pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan;
pelaksanaan urusan keprotokolan Kementerian;
3. pelaksanaan penyusunan bahapembinaan danpengelolaan

N

persuratan dan kearsipan di lingkungarKementerian;

4. pelaksanaan keamanan, ketertiban, keindahan, d&ebersihan
lingkungan Kementerian;

5. pelaksanaan pengelolaan poliklinik Kementerian;

6. pengaturan penggunaan kendaraan dan rumah negara di
lingkungan Sekretariat Jenderal; dan

7. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro.
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Bagian Tata Usaha terdiri
dari:

Subbagian Urusan Dalam,
mempunyai tugas melakukan
urusan keamanan, ketertiban

kebersihan, keindahan

Subbagian Tata Usaha
Pimpinan dan Protokol ;
mempunyai tugas melakukan
urusan ketatausahaan

pimpinan, urusan \ pengaturan penggunaan
keprotokolan Kementerian, kendaraan, dan rumah negara
dan urusan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat
Biro serta penyiapan bahan Jenderal serta pengelolaan
pembinaan dan pengelolaan poliklinik di lingkungan
persuratan dan kearsipan di Kementerian.
lingkungan Kementerian.

A N A~ e oA A~ N
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Kepala Biro Umum
dan Pengadaan Barang dan Jasa

| S
Kepala Subbagian
Tata Usaha
Pimpinan dan
Protakol

Kelompak Jabatan
Fungsianal

Gambarl.4 Struktur Organisasi Biro-Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan
Permendikbud Nomor28 Tahun 2021
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D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

Isu Pengembangandan pemantapan pengelolaan SDM UKPBJserta

Strategis pelaksanaananalisis riset pasar, Sistem PengelolaanData dan
Informasi untuk menudukung Peningkatan Kematangan Unit
Kerja PengadaarBarangdan JasgUKPBJ)

Pengoptimalisasian penggunaan SINDE pada unit kerja
Kemendikbudristek dan pengajuan SINDE sebagai aplikasi
sejenis dengan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis
(AUBKD)

Peningkatan pengunaan toko daring dan produk PDN atau TKDN
terhadap Pengadaan Barang dan Jasa

Dukunganpelaksanaanterhadap pembangunandan pengelolaan
AsramaMahasiswaNusantaradi Minahasadan Makassar

Peran Berperan dalam Pusat Keunggulan PengadaanBarang dan Jasa
Strategis tingkat Kementerian/Lembaga

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa berperan
mengembangkan sistem persuratan dan kearsipan berbasis
teknologi guna memberikan layanan pengelolaan persuratan
dan kearsipanyang efektif, efisien,dan terpadu.

Berperan dalam meningkatkan penggunaan produk PDN atau
TKDNsesuaidengankegiatan BanggaBuatan Indonesia (BBI).

Berperan dalam penyusunan dokumen perizinan untuk
pembangunandan pengelolaanAsramaMahasiswaNusantaradi
tiga lokasi tersebut sesuai dengan Perpres Nomor 106 Tahun
2021.

LAPORAN KINERJA BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2023




PERENCANAAN
KINERJA




G G —

BAB Il

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi, Misi, dan Tujuan Strategis

Rencana strategis Kemendikbudristek mengacu pada dokumen rencana
pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 20204 sebagai
penuangan visi dan misi presiden dan wakil presiden. Sesuai arahan dari Presiden
Rl bahwa semua rencana program baik di pusat maupun di daerdtarus bisa
tersambung menjadi satu garis lurus, adanya kesinambungan antara sasaran
pokok, agenda prioritas nasional, dan rencana strategis dari tiap Kementerian.
Sejalan dengan hal tersebut, rencana strategis Biro Umum dan Pengadaan Barang
dan Jasa juga mrupakan perluasan dari Visi, Misi, Tata Nilai dan Tujuan dari
Kemendikbudristek tahun 2020-2024.

Berdasarkan revisi rencana strategis Kemendikbudristek tahun 2022024 sesuai
dengan Permendikbud nomor 13 tahun 2022, Visi Kemendikbudristek untuk
Periode tahun 20202024 adalah:

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung
visi dan misi presiden dan wakil presiden untuk mewujudkanindonesia
Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong
royong melalui tercipatanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa
kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global,
bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif

Untuk mendukung pencapaian visi Presiden dan wakil presiden,

Kemendikbudristek sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi
Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1)
Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang

mencerminkan kepribadian bargsa; dan nomor (8) Pengelolaan Pemerintah yang
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bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu misi Kemendikbudristek dalam

melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan
berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;

2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan
bahasa dan sastra; dan

3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk
mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan

kebudayaan.

Selanjutnya Renstra Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat
Jenderal Kementerian PendidikanKebudayaan Riset, dan Teknologi bertujuan
untuk mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum dan Pengadaan
Barang dan Jasa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada program dan
kegiatan tahun 2020z 2024. Adapun Biro Umum dan Pengadaan Barang dangas

memiliki tujuan yaitu :

Mewujudkan mutu manajemen yang prima dalam perencanaan dan
penganggaran, tata usaha dan protokol, barang milik negara, serta
kerumahtanggaan dan SDM di lingkungan Sekretariat Jenderal.

B. Ringkasan Rencana Kinerja

Sesuai dengarPeraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan AtaBeraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 2024. Biro Umum dan Pengadaan
Barang dan Jasanenetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun

sebagai berikut

LAPORAN KINERJA BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2023




Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan/Indikator Baseline Target

Kategori

Kinerja Kegiatan 2020

2023 2024

SK 1 Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang dan jasa
bidang pendidikan,kebudayan, riset, dan teknologi
IKK 1.1 | Persentase Optimalisasi Fungs
UKPBJ Kemendikbudristek
IKK 1.2 | Jumlah unit kerja yang
mengimplementasikan sistem | Unit Kerja 86 206 274 343
naskah dinas elektronik
SK 2 Meningkatnya tata kelola Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
IKK 2.1 | Predikat SAKIP Biro Umum
dan Pengadaan Barang dan Predikat BB A A A
Jasa minimal BB
IKK 2.2 | Nilai Kinerja Anggaran atas
PelaksanaarRKAK/L Biro Nilai 90 93 94 95
Umum dan PBJ minimal 90

Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2023

Persentase 38 75 88 100

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Awal

Target
perjanjian
Satuan Kinerja
Tahun
2023

: Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan J

Kegiatan

[I[KK 1.1] Persentase
[SK 1]Meningkatnyakualitas | Optimalisasi Fungsi UKPBJ | Persentase 88
layanan ketatausahaan serta | Kemendikbudristek

pengadaan barang dan jasa | [IKK 1.2] Jumlah unit kerja

1 bidang pendidikan, yang
kebudayan, riset, dan mengimplementasikan Unit Kerja 274
teknologi sistem naskah dinas
elektronik

[IKK 2.1] Predikat SAKIP
Biro Umum dan Pengadaan
Barang dan Jasa minimal
BB

[IKK 2.2] Nilai Kinerja
Anggaran atas Pelaksanaan Nilai
RKAK/L Biro Umum dan
PBJ minimal 90

Predikat A
[SK 2]Meningkatnya tata

2 kelola Biro Umum dan
Pengadaan Barang dan Jasa

94
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Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Awal 2023

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Awal

Nama Kegiatan Alokasi

Peningkatan LayanarPrima dalam Menunjang
1 1985 Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Rp. 370.044.773.000
Pengadaan Barang dan Jasa

Total Rp370.044.773.000

Perjanjian Kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023
disusun pada awal tahun dengan alokasnggaran sebesar Rp370.044.773.000,
namun pada akhir tahun dilakukan revisi Perjanjian Kinerja yang disebabkan
adanya pergeseran alokasi anggaran menjadi Rp3.773.916.000. Pergeseran
anggaran tersebut bersumber dari pengurangan anggaran blokir AA yang
dikeluarkan ke BA BUN, penambahan anggaran dari realokasiD@an 002antar
satker untuk kebutuhan belanja barang operasional pembayaran listrik,
penmabahan anggaran untukagenda Bisnis Matching k& dan penambahan
anggaran untuk kebutuhanpenyesuaian kelas gbatan fungsional di lingkungan
Kemendikbudristek TA 2023.

Terdapat perbedaan pagu anggaran pada Perjanjian Kinerja revisi tahun 2023
dengan pagu definitif pada masa pelaporan 2023 karenpgengurangan dan
penambahan anggaran yang terjadi pada Biro Umum dan Pengadaan Barang dan
Jasa di proses pada periode setelah penyusunan Perjanjian Kinerja Awal TA 2023
yang dilakukan di bulan Januari sedangkan proses pengurangan dan penambahan
anggaran yam terjadi di lakukan di bulan Julj Oktober, dan November2023,
sehingga alokasi anggaran menjad®p352.773.916.000.
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Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2023
Tabel 2.4 Perjanjian KinerjaRevisi

Target
perjanjian
Satuan Kinerja
Tahun
2023

. Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan J

Kegiatan

[I[KK 1.1] Persentase
Optimalisasi Fungsi UKPBJ | Persentase 88
Kemendikbudristek

[SK 1]Meningkatnyakualitas
layanan ketatausahaan serta

pengadaan barang dan jasa

1 . . [IKK 1.2] Jumlah unit kerja
bidang pendidikan, . .
kebudayan, riset, dan ygng meng|mple.menta5|kan Unit Kerja 274
teknologi sistem n-askah dinas
elektronik
[IKK 2.1] Predikat SAKIP
Biro Umum dan Pengadaan | Predikat A
[SK 2]Meningkatnya tata Barang dan Jasa minimal BB
2 kelola Biro Umum dan [IKK 2.2] Nilai Kinerja

Pengadaan Barang dan Jasa | Anggaran atasPelaksanaan | Nilai
RKAKI/L Biro Umum dan
PBJ minimal 90

94

Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Revisi 2023

Tabel 25 Alokasi Anggaran Perjanjian KinerjaRevisi

Nama Kegiatan

Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang
1 1985 FungsiPelayanan Umum Kementerian dan Rp352.773.916.000
Pengadaan Barang dan Jasa
Total Rp352.773.916.000

Pagu alokasi anggaramiro Umum dan Pengadaan Barang dan Jafahun Anggaran
2023 pada periode awal 203 sejumlah Rp370.044.773.000, terdapatbeberapa revisi
penambahan dan pengurangananggaran yang mengakibatkan perubahan pagu

diantaranya adalah:
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Anggaran

1 Realokasi blokir anggaran AA | Instruksi Menteri KeuanganSesuai -Rp22.266.558.000

belanja pegawaiBiro Umum | dengan Surat Menteri Keuangan Nomo

dan RengadaanBarang dan S557/MK.02/2023
Jasake BA BUN

2 Realokasibelanja operasional | Pemenuhan kekurangan pembayaran Rp924.360.000
dan pemeliharaan kantor listrik karena kenaikan tarif dan
(002) pada satker di lingkup | peningkatan aktivitas perkantoran
Sekretariat Jenderake Biro pasca pandemi

Umum dan RRngadaan

Barang danksa

3 Realokasi belanja barang darii Pemenuhan pelaksanaan Bisnis Rp3.000.000.000
satker di lingkup sekretariat | Matching sesuai dengan surat
jenderal ke Biro Umum dan Menkomarves Nomor
Pengadaan Barang dan Jasa | 4429/MENKO/PE.02.00/1X/2023

4 Realokasi belanja pegawai Pemenuhan kebutuhan belanja Rp1.071.341.000
dari Biro Perencanaan ke tunjangan kinerja PNS dan PPPK
belanja pegawaiBiro Umum | jabatan fungsional tertentutentang
dan Pengadaan Barang dan | Peraturan Menteri PAN RB Nomor 34
Jasa Tahun 2011dan Peraturan Menteri
PAN RB Nomor 39 Tahun 2013

TOTAL PENAMBAHAN/PENGURANGAN -Rp17.270.857.000

Tabel 2.6 Penambahan dan Pengurangafinggaran Tahun 203

Dikarenakan adanya perubahan tersebut sehingga anggaran aktdiro Umum dan
Pengadaan Barang dan Ja3ahun 2023 yang semulasebesarRp370.044.773.000,00
menjadi Rp352.773.916.000,00.
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AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

telah melakukan pengukuran kinerja dengan caysghagai berikut,

Tabel.3.1 Pengukuran Kinerja

Target
Indikator Kinerja Satuan PK
Kegiatan Tahun
2023

Realisasi
2023

No Sasaran Kegiatan

[IKK 1.1] Persentase

[SK 1] Meningkatnya Optimalisasi Fungsi

) Persentase 88 . 9
kualitas layanan UKPBJ 81.20 92%
ketatausahaan serta Kemendikbudristek
1 pengadaan barang dan | [IKK 1.2] Jumlah unit

jasa bidang pendidikan, | kerja yang

kebudayan, riset, dan mengimplementasikan Unit Kerja 274 245 89%

teknologi sistem naskah dinas
elektronik
[IKK 2.1] Predikat SAKIP
Biro Umum dan Predikat A A 100%

. Pengadaan Barang dan
[SK 2]Meningkatnya .
; Jasa minimal BB
tata kelola Biro Umum —
2 [IKK 2.2] Nilai Kinerja

dan Pengadaan Barang

dan Jasa Anggaran atas Nilai 0
PelaksanaarRKAK/L 94 9g3g | 105%
Biro Umum dan PBJ
minimal 90

B. Capaian Kinerja

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
menetapkan 2 (dua) Sasaran KegiatanSK) dengan 4 (empat) Indikator Kinerja

Kegiatan(IKK), dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:
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Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan serta pengadaan barang da
lasa bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknoloai

Sasaran Kegiatan (SK) meningkatnya kualitas layanan ketatausahasnta pengadaan
barang dan jasa bidang Pendidikan dan kebudayaan memiliki 2 Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK) Secara umum dari kedua indikator tersebut tercapai dengan baik, yaitu
untuk IKK Persentase Optimalisasi Fungsi UKPBJ Kemendikbudristedcapai 81,2%
dari target 88%, dan IKKJumlah unit kerja yang mengimplementasikan sistem naskah
dinas elektronik tercapai 245 dari target sebanyak274. Ketercapaian dari masing

masing ndikator tersebut adalah sebagai berikut.

Persentaseoptimalisasi fungsi UKPBJ Kemendikbudristek

Persentase Optimalisasi Fungsi UKPBJ Kemendikbudristek, merupakan perluasan
peran dari fungsi pengadaan barang dan jasa yang semula bernama Unit Layanan
Pengadaan (ULP), saat ini berganti menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
(UKPBJ). Perubahan namdLP menjadi UKPBJ tersebut tidak sekedar berganti nama
saja, tetapi mempunyai filosofi kelembagaan yang jauh berbeda. Jika ULP hanya
mempunyai fungsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintalk-ffrocuremend saja, maka
UKPBJ adalah Unit Kerja di Kementerian/LembagPemerintah Daerah yang menjadi
Pusat Keunggulan Center of Excellengd’engadaan Barang/Jasa.

UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang
memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan
mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam
penciptaan nilai tambah (value addedl dan manfaat dalam Pengadaan Barang/Jasa di
Indonesia.

Untuk mencapai peran sebagai pusat keunggulan UKPBJ diberikan seperangkat fungsi
yang bersinergi antara satu fungsi dengan fungsi lainnya dalam rangka mendorong
Pengadaan Barang dan Jasa efektif dan efisien. Fungsi tersebut sesuai dengan amanat

Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2018 pasal 3, sebagai berikut:
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1. Pengelolaan Barang dan Jasa,

2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik,

3. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa,

dan

4. Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau bimbingan teknis Pengadaan

Barang dan Jasa.

Pembagian implementasi pelaksanaan kematangan UKPBJ dilakukan berdasarkan

kedekatan fungsi dan variabelkematangan serta Surat Edaran Deputi Bidang

Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Nomor 17 Tahun 2019.

Adapun pembagian tanggung jawab penyelesaian variabel kepada tiap Fungsi,

tercantum di bawabh ini:

Fungsi Pengembangan Pendl;L::gi:gan

Domain dan Variabel Fungsi Pengelola PBJ SDM dan . ! Fungsi LPSE
Kelembagaan Konst.llltam, dan
Bimtek

Domain Proses
Manajemen Pengadaan X X
Manajemen Penyedia x X X X
Manajemen Kinerja X X X
Manajemen Risiko X X X
Domain Kelembagaan
Pengorganisasian Kelembagaa[ X X X
Tugas/Fungsi Kelembagaan | X X
Domain SDM
Perencanaan SDM Pengadaan! X
Pengembangan SDM Pengadaan X X X
Domain Sistem Informasi
Sistem Informasi [ X | X l | *

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian IKK

Pengukuran capaian IKK dilaksanakan sesuai dengan level yang sudah ditetapkan oleh

LKPP dan dikonversikan ke dalam delapan tingkat penilaian.

=
Q

Target

Keterangan

12,50%

mencapai level 1 berdasarkan penilaian Mandir

25%

mencapai level 2 berdasarkan penilaian Mandiri

37,50%

mencapai level 3 berdasarkan penilaian Mandir

50%

mencapai level 3 berdasarkan penilaian LKPP

62,50%

mencapai level 4 berdasarkan penilaian Mandir

715%

mencapai level 4 berdasarkan penilaian LKPP

87,50%

mencapai level 5 berdasarkan penilaian Mandir

W~ | R |w]N -

100%

mencapai level 5 berdasarkan penilaian LKPP
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Tabel 3.3 Pengukuran Capaian IKK berdasarkan target

Tahun 202 3 Target
Indikator Kinerja Kegiatan Renstra

Target PK % 2024

1. Persentase optimalisasi fungsi UKPBJ 88 % 81,20 % 92% 100 %

Kemendikbudristek

dgogh- 1o L+_+.
mom¥- ':z:;';: hld R Bk

Pada tahun 2022dilaksanakannya revisi renstra tahun 2020 2024 menyesuaikan

Presentase 3 P

Permendikbudristek nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas
Permendikbudristek nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemenidkbud
Tahun 2020» 2024, pada tahun 2023 capaian IKK terkait dengan Persentase
Optimalisasi Fungsi UKPBJ Kemendibudristek mencapail 80 % dari target IKK

sebanyak88 %.
Penilaian Final
R e enciih INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN 2023
K/L/Pemda: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 1) ~
: : |
Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan Skor ITKP B
- B
SIRUP 7 non eTendering/ sman o
ePurchasing non ePurchasing - ETCTTR
R e T et
S e (o e B e e Skor otal
0 : - T e e 1853 indikerog ieidiieston
Kualifikasi & Tingkat
Kompetensi Kematangan
oy Max SDM PBJ UKPBJ
eTendering Toko Daring eKontrak
T e S s——— s gy i
nilal RUP untuk eTe g ePurchasing me Toko Dar libandingkan sl 30%
S (| |t B (S s e 22.61 40.00
5 9483% 414 1 1.00 100 5 8359% 418
il s ey b Skor Bobot

30% 40 ‘ 40%

Gambar 3.1 Indeks Tata Kelola Pengadaan tahun 2023 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi

Berdasarkan data tersebut diatas nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2023
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi belum bisa mencapai
target IKK 88 % dikarenakanpada Indikator penilaian untuk Pemanfaatan Sistem
Pengadaan, yang terdiri dari:
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1. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) >>> bobot 10% mendapat
skor 6,57%
2. e-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat) >>> bobot 5% mendapat skor 4,74%
3. e-Purchasing (Toko daring) >>> bobot eKatalog 4% & Toko Daring 1% mendapat
skor 2,04%
4. non e-Tendering/ e-Purchasing >>> bobot 5% mendapat skor 0,00%
5. e-Kontrak >>> bobot 5% mendapat skor 4,18%
Berdasarkan penilaian pada beberapa indkator tersebut diatas masih belum maksimal
dikarenakan Satuan Kerjabelum melaksanakanproses pengadaannya sampai dengan
upload BAST dan untuk paket pengadaan yang dilaksanakan diluar sistem tidak
dilakukan pencatatan /realisasi pengadaannya di SPSE, sehingga masih diperlukan
waktu untuk pendampingan dalam pemanfaatan sistem pengadaan.
Selain itu, untuk Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa
(PBJ) >>> 30% mendapat skor 22,67%, hal ini dikarenakan terdapat perubahan
perhitungan pada indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dimana sesuai dengan
surat Menteri Pendayagunaan paratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia nomor B/3015/M.SM.01.00/2023 tanggal 09 November 2023 tentang
Persetujuan Usulan Kebutuhan JF Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Risetad Teknologi, bahwa kebutuhan Jabatan
Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa terhitung sebanyak 397 yang sebelumnya
berjumlah 300 mengacu surat Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber
Daya Manusia Nomor 11702/D.3/06/2021 tanggal 15 Juni 2021 dan Seé&taris
Kementerian PANRB Nomor B/391/M.SM.01.00/2022 tanggal 24 Februari 2022
tentang rekomendasi formasi SDM UKPBJ, perubahan tersebut berpengaruh terhadap
nilai pembagi pada indikator kualifikasi dan kompetensi SDM UKPBJ, selain itu juga
terbatasnya kuota bagi JF PPBJ yang akan mengikuti diklat di Direktorat Sertifikasi dan
Profesi LKPP menyebabkan terhambatnya keterisian pemenuhan kualifikasi dan
kompetensi SDM UKPBJ.
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Program/kegiatan terkait yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian
target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain

| PROGRAM/KEGIATAN KELEMBAGAAN
1. Penyusunan Bahan dan FasilitasiPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Kemendikbudristek:

a. Pembahasan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologinomor 16/P/2023 tentang Satuan
Pelaksana dan Perangkat Organisasi Unit KerjRengadaan Barang/Jasa
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog

b. Pembahasan Grat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologiomor 13 Tahun 2023tentang Penunjukan
JF PPBJ sebagai Pejabat Pengadaan di Lingkungamendikbudristek.

2. Peningkatan Maturitas Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Kemendikbudristek

a. Penilaian ITKP sebagai salah satu indikator penilaian meso RB
Kemendikbudristek, yang terdiri dari:

1) Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan (18,98 dari 30%)
T SIRUP (6,57)
1 eTendering (4,74)
1 ePurchasing (2,04)
1 non eTendering/ePurchasing (0,00)
1 Toko Daring (1,00)eKontrak (4,18)

2) Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (22,6% dari 30%)

3) Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ (40,06 dari 40%)

b. PusatKeunggulanPengadaanBarang/Jasabagi UKPBJ yang lebih dari 1 (satu)

tahun tingkat kematangan level 3 (proaktif)
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Gambar 3.2 Rapat Koordinasi Pejabat Fungsional Pengelolaan Barang/Jasa tahap |

3. Stakeholder Anaisis dan Engagement Planmenuju UKPBJunggul disusun
sesuai ketentuan secara optimal melalui pembahasan persiapan
Kemendikbudristek sebagai penyelenggara Temu Bisnis Tahap VII dalam
rangka Aksi Afirmasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

I PROGRAM/KEGIATAN PEMBINAAN SDM
1. Usulan Peningkatan Kualifikasi dan Kompeten§SDM PBJ

a. Proses Penilaian Angka Kredit terhadap 200 hasil kerja JF PPBJ yang
dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022 sesuai Pasal 58 Permenpan
nomor 1 Tahun 2023tentang Jabatan Fungsional

b. Bimbingan Teknis Evaluasi Kewajaran Harga dan Perhitungan Preferensi
Harga Pekerjaan Konstruksi.

c. Sosialisasi KebijakarPerencanaan Pengadaatian Persiapan Pendampingan
Penyusunan RUP TA 2024.

Gambar 33 Evaluasi Implementasi
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
Satuan Pendidikan dalam
penyusunan Surat Edaran
Pengadaan Barang/Jasa Satuan
Pendidikan
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Gambar 34 Integrasi Data
SIPLah, SOP Pengadaan
Barang/Jasa Satuan Pendidikan
dan Persiapan Otentikasi
Dokumen

2. Sejumlah85% SDM PBJ di Satuan Pelaksana Kemendikbudristek telah memenuhi
syarat minimal Pengelola PBJ dan siap melaksanakan proses PBJ:

a. Manajemen penugasan bagi SDM UKPBJ untuk melaksanakan paket
penugasan Kelompok Kerja, rekomendasi Pejabat Pengadaan di Satuan Kerja.

b. Renaksi PPBJ ditindaklanjuti melalui usulan perpindahan pada tautan
perpindahan.lkpp.go.id.

c. Pengukuran kinerja SDM PBJ sebagai dasar penerapan sistem insentif bagi
para JF PPBJ.

3. Penyusunan Bahan dan Fasilitasi Pembinaan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
Kemendikbudristek dalam rangka Stakeholder Anasis dan Engagement Plan
menuju UKPBJ Unggul.

a. Pembahasan persiapan Kemendikbudristek sebagaipenyelenggara Temu
Bisnis Tahap VII dalam rangka Aksi Afirmasi Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indonesia.

b. Pembahasarkelanjutan pembangunan Gedung Mentalitas Pancasila Unima.

. PROGRAM/KEGIATAN PROSEENGADAAN BARANG/JASA

1. Kebutuhan Rengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemerdikbudristek telah
direncanakan sesuai ketentuan
a. Persiapan Pelaksanaan Paket Pengadaan M)A bagi Satuan Kerja

Penerima SBSN Tahun Anggaran 2024.

b. Persiapan  Implementasi = Konsolidasi Pengadaan di lingkungan
Kemendikbudristek.

c. Pembahasan Dokumen MDAL RKLERPL dan Rincian Teknis Penyimpanan

Limbah B3 Pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara di Malang.
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2. Dokumen Pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang

dibutuhkan siap diproses oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan

3. Manajemen penugasan bagi SDM UKPBJ untuk melaksanakan paket penugasan
Kelompok Kerjadan rekomendasi Pejabat Pengadaan di Satuan Kerja.

4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.

5. Penyusunan Penelaahan Pembuatan Etalase Katalog Jasa Event Organizer (EO)
pada Katalog Elektronik Sektoral Kemendikbudristek.

6. Penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, paling
sedikit terdiri atas SIRUP, SPSE;katalog, emonev, SIKaP
a. Sosialisasi penggunaan aplikasi SPSE untuk pengadaan langsung dan

pencatatan non tender.

b. Sosialiasi pendaftaran penyedia (verifikasi dan validasi) pada aplikasi.

Gambar 35 Rapat Koordinasi Pejabat Fungsional Pengelolaan Barang/Jasa tahbp |

V. KEGIATAN SISTEM INFORMASI
1. Pemutakhiran standarisasi layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
di lingkungan Kemerdikbudristek .
2. Pengembangan SIPPBJ untuk percepatan kinerja UKPdlhksanakan secara
optimal untuk mempermudah manajemernpenugasan.
3. Evaluasi Migrasi Server SPSE ke Cloud PDNS dan Monitoring server SP &bt
PDNS.
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4. Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan sistem aplikasi LPSE pada satker

(Tender, NonTender,dan Pencatatan non transaksional).

5. Fasilitasi registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan
barang dan jasa selesai tepat waktsesuai dengan POS PBJ.

6. Pelayanan Helpdesk (LPSE Support) kepada PPK, PP, Pokja dan Penyedia untuk
semua aplikasi PBJ yang digunakan (SPSE, Sirenbdga SIPPBJ).

V. PROGRAM INTERNAL KEEWIDIKBUDRISTEK

Bahan pembinaan pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa pada satuan

pendidikan telah dibuat sesuai ketentuan

1. Penyusunan Draft Silabus Kompeinsi Pengadaan Barang dan Jasa Satuan
Pendidikan.

2. Penyusunan Draf Perjanjian Kerja Sama Layanan Pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan Kemendikbudristek.

3. Analisis Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan Tahun
Anggaran 2023.

4. Pembahasan Kajian PBJ Satuan Pendidikaan-retail untuk Bantuan Pemerintah

SMK.
Ix ambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadap
:é dala paya pencapaian target antara la

1. Masih rendahnya Satuan Kerja dalam memaksimalkan proses pengadaannya
sampai dengan upload BAST dan untuk paket pengadaan yang dilaksanakan diluar
sistem tidak dilakukan pencatatan fealisasi pengadaannya di SPSE, sehingga
masih diperlukan waktu untuk pendampingan dalam pemanfaatan sistem
pengadaan (ITKP).

2. Relaksasi terhadap regulasi dan terbatasnya kuota bagi JF PPBJ yang akan
mengikuti diklat di Direktorat Sertifikasi dan Profesi LKPP menyebabkan
terhambatnya pemenuhan kualifikasi dan kompetensi SDM UKPBJ.

3. Pemantapan UKPBJ Kemendikbudristek terkait fasilitasi pelaksanaan proses
pengadaan pada satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek di 8 (delapan)

Satuan Pelaksana masih membutuhkan perhatian yang lebih serius, terutama
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Perjanjian Kerjasama dengan Satuan Kerja yang ditunjuk sebagai basecamp JF

PPBJ di setiap Provinsi dan pemenuhan sarana prasarana penunjang.

4. Kebutuhan aggaran untuk memfasilitasi mulai dari tataran kebijakan,
pelaksanaan, monitoring dan pemberian insentif serta operasional pendampingan
dalam permasalahan hukum yang terjadi di Satuan Kerja.

5. Peningkatan kapabilitasJF PPBJ padsatuan pelaksanalalam rangkaoptimalisasi
kinerja UKPBJ dalam pelaksanaan rapat koordinasi dengan mengundang
stakeholder terkait bagi seluruh JF PPBJ sebagai sarana berbagi informasi tidak
dapat dilaksanakan secara bersamaan sehingga kurang maksimal.

6. Implementasi pelaksanaan PBJ di satuan Pendidikan masih belum optimal
dikarenakan belum tersosialisasikannya Permendikbudristek Nomor 18 Tahun

2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan.

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi
permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja

dapat tercapai antara lain

1. Kemendikbudristek telah melayangkan surat Sekreatris Jenderal Nomor kepada
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Deputi Bidang
Pengembangan dan Pembinaan  Sumber Daya Manusia  Nomor
31824/A.A7/LK.00.03/2023 tanggal 19 September 2023 hal Permohonan
mengikuti pengangkatan dalam JF PPBJ melalui perpindahan dari Jabatan lain juga

pada lamanhttps://perpindahan.lkpp.go.id sebanyak 63 (enam puluh tiga) PNS.

2. Koordinasi dengan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya
Manusia untuk mengembalikan rekomendasi LKPP dari 397 menjadi 300, dengan
alasan bahwa dari kebutuhan 120 JF PPBJ Pertama, existing keterisian sebanyak
29 JF PPBJ masih ada kekurangarl $sembilan puluh satu) sehingga dengan
pengisian jalur perpindahan 63 (enam puluh tiga) maka jumlah keterisian akan
terpenuhi dan tinggal mengisakan 28 (dua puluh delapan) formasi yang kosong.

3. Mengembangkan SIPPBJ yang mengakomodir seluruh paket pengadaan di
lingkungan Kemendikbudristek dengan harapan agar tahapan pelaksanaan

pengadaan barang/jasa dapat terpantau secara realtime.
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Jumlah unit kerja yang mengimplementasikan sistem naskah dinas
elektronik

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jase&ngembangkan sistem persuratan dan
kearsipan berbasis teknologi guna memberikan layanan pengelolaan persuratan dan
kearsipan yang efektif dan efisien. Hal ini juga didukung oleh Pudaata dan Teknologi
Informasi Kemendikbudristek yang mengembangkan sistem pemerintahan berbasis
elektronik (SPBE).

Unit kerja merupakan unitunit yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mencakup unit kerja puséatnit Pelaksana
Teknis (UPT), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), LL Dikti, dan Sekretariat Lembaga
Sensor Film (LSF).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021
tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan d@eraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
naskah dinas elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik
sebagai alat komurkasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh
pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Kementerian Pendikan,
Kebudayaan Riset, dan Teknologi

Jumlah unit kerja yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik adalah
unit kerja yang memiliki skor aktivitas unit kerja minimal 70. Target pada tahun 2021
adalah seluruh unit kerja Kemendikbudristek kecuali PTN. Target pada tahun 283.d.
2024 adalah seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi termasuk PTN, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kemerterian Perdidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Rumus skor aktivitasunit kerja sebagai berikut:

Z 9~ s oA
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nilai, akan dikategorikan sebagai berikut.

Nilai Keterangan Interpretasi
Sudah optimal dalam penggunaan menu surat masuk
90 7100 s>
dan surat keluar serta aktivitas personal gabungan
Sudah memenuhi target minimal penggunaan menu sure
70 789,99 -
masuk dansurat keluar serta aktivitas personal gabungar
60 7 69,99 Sedang dalam masa. transisi penggunaan dan per
dorongan secara intensif
Belum aktif dalam penggunaan menu surat masuk da
0759,99 .
surat keluar serta aktivitas personalgabungan
Tabel 34 nilai O 1 yang telah mengimplementasikan naskah dinas elektronik
Tahun 2023 Target
Indikator Kinerja Kegiatan Reallsa3| Renstra
J 9 2022 | Target PK |Realisasi
2024
Persentase unit kerja yang 89.42% 343
mengimplementasikan digitalisasi
dokumen

Tabel 35 nilai O 1 Erﬁ yang telah mengimplementasikan naskah dinas elektronik

Dengan adanya perubahan total unit kerja di Kemendikbudristek sesuai dengan
penataan struktur organisasi dan tata kerja antara lain unit pelaksana teknis Museum
dan Cagar Budaya serta pembentukan Balai Pelestarian Kebudayaan yang
menggantikan Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Nilai Bud®gai
Penjaminan Mutu Pendidikan [BPMP] dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan
[BBPMP] Balai Guru Penggerak [BGP] dan Balai Besar Guru Penggerak [BBGP],

perumusan target jumlah unit kerja untuk perolehan target 80% unit kerja yang
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mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik pada tahun 2023 seharusnya

perlu disesuaikan dari semula 274 unit kerja menjadi 257 unit kerja agar mendapatkan
data capaian yang valid.

Pada tahun 203, capaian IKK terkait Persentase Satuan Kerja yang
mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronilsebanyak245 Unit Kerja atau
89,42 % dari target 274 Unit Kerja (Jumlah Unit Kerja sebelum penyesuaianyli
lingkungan Kemendikbudristek.

Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undangindang Nomor 43Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan
Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan
Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRIBiro Umum dan Pengadaan
Barang dan Jas®erpartisipasi dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan terhadap
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang di buktikan dengan
adanya hasil pengawasan kearsipan eksternal dan verifikasi hasil pengawasan
kearsipan internal tahun 2023, berdasarkan surat keputusan Kepala ANRI NomorB-
AK.01.00/6090/2023 tanggal 27 Desembertahun 2023 hal Hasil Pengawasan
Kearsipan Tahun 2023dengan nilai sebesar94,39 dengan kategori AA (Sangat
Memuaskan) .

Dengan hasil tersebut perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan internal secara terus
i ATAOOO OAEET GCCA TEIAE EAOEI DPAT CAxAOAT EA/

i Al DACEAT 6 AAPAO AEDPAOOAEAT EAT 8

Program/kegiatan terkait yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian

target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain

1. Koordinasi pemutakhiran aplikasi Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) baru
versi website;

2. Pembahasan rencana pengembangan fitditur prioritas pada aplikasi Sistem
Naskah Dinas Elektronik (SINDE) baru versi website;

3. Koordinasi persiapan migrasi infrastruktur SINDE ke Pusat Data Nasional;

4. Pelaksanaan uji coba Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) baru versi

website;
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5. Penguatan Operator Surat pada Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) dalam

hal pemrosesan surat keluar, khususnya penentuan Kklasifikasi arsiplan
Pengodean Naskah Dinas di Biro Umum dareRgadaanBarang danJasg

6. Sosialisasi dan pengenalan aplikasi SINDE baru versi website secara daring untuk
para Kepala Bagian/Kepala Subbagian Tata Usaha, Sekretaris pimpinan, Admin
Unit SINDE, serta Operator Surat dan Pengonsep Surat pada setiap unit kerja di
lingkungan unit utamaKemendikbudristek.

7. Bimbingan Teknis Digitalisasi Arsip secara luring dan daring bagi peserta dari
unit utama dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemendikbudristek.

8. Bimbingan Teknis Tim Pengawas Kearsipan secara luring bagi arsiparis di

lingkungan unit utama.

Gambar 3.6Pengajuan SINDE sebagai Aplikasi Sejenis dengan AUBKD (Pertemuan Koordinasi
Sekretaris Jenderal, Kemendikbudristek dengan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

9. Uji kompetensi (Ujikom) Tahap | dengan peserta sebanyak 157 orang yang terdiri
atas 121 perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional arsiparis dan 36
jabatan fungsional arsiparis yang akan naik jenjang setingkat lebih tinggi serta
alih jenjang dariketerampilan ke keahlian.

10. Program Penataan Arsip K/L yang akan pindah ke IKN dengan bantuan dari ANRI
yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Unit utama yang sudah melakukan penataan
arsip antara lain

a. Inspektorat Jenderal,
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Gambar 3.7Kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi,
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,

. Sekretariat Jenderal,

- ® 2 0 T

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa,

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, dan

b

h. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
11. Program digitisasi/Alih Media Arsip sebanyak 25.046 lembar arsip yang berasal
dari unit utama Badan Bahasa yang bekerja sama dengan ANRI sebagai penyedia

jasa pelaksanaan pekerjaan alih media arsip dan dibantu oleh PT ARCHA.

Lenovo. (1t <
[ o 3 & & Vie Participants (475) @

Bagus - Biro Ke... | Putri_Setditjen... | Sunarya Puspre...

& rut

Gambar 3.8
Sosialisasi dan
pengenalan
aplikasi SINDE
baru versi
websitesecara
daring,

‘200000800000
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Hambatan/kendala/ permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi
dalam upaya pencapaian target antara lain

1. Sosialisasi dan pendampingan penggunaan SINDE khususnya skor statistik bagi

PTN belum dapat dilakukan secara intensif karena

Gambar 3.9enyerahan
Berita Acara Serah
terima pekerjaan Alih
Media/digitalisasi arsip
dari ANRI dan PT ARCHA
ke Biro Umum danPBJ
Kemendikbudristek

.

a Masih terkendala permasalahan instrumen kearsipan (Klasifikasi Arsip [KA],
Jadwal Retensi Arsip [JRA], dan Sistem Klasifikasi dan Keamanan Akses Arsip
[SKKAA]). PTN termasuk ke dalam sasaran jumlah unit kerja yang
mengimplementasikan penggunaan SINDE. Namun, PTN belum menggunakan
SINDE secara optimal karena terbentur dengan permasalahan kebijakan
penyelenggaraan kearsipan di PTN yang diatur di dalam UndatndangNomor
43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Berdasarkan UU tersebut, PTN merupakan
salah satu pencipa arsip yang terkena kewajiban pengelolaan arsip dinamis
untuk membuat tata naskah dinas, KA, JRA, dan SKKAA. Dengan demikian, pokok
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masalah, submasalah, dan sufubmasalah beserta JRA dan SKKAA di dalam
Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
Kemendikbudristek dibatasi tidak mencakup urusan substansi PTN.
Pengecualian PTN dalam peraturan menteri tersebbumengakibatkan PTN
terkendala dalam melakukan pemrosesan surat keluar di SINDE karena tidak

dapat memilih kode klasifikasi arsip substantif sesuadkebutuhan PTN di SINDE.

Gambar 310 Penguatan Operator Surat pada Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) dalam
hal pemrosesan surat keluar, khususnya penentuan klasifikasi arsip dan Pengodean Naskah
Dinas di Biro Umum dan PBJ

b Keberadaan sistem persuratan internal PTN/penggunaan SIKD/penggunaan

SRIKANDI sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis (AUBKTN

belum optimal menggunakan SINDE antara lain karena terdapat sistem
persuratan internal di sebagian besar PTN yang dipertahankan untuk digunakan

sebagai alat komunikasi kedinasan internal dan dorongan ANRI kepada PTN

untuk menggunakan SRIKANDI sebaggpbkasi umum bidang kearsipan dinamis

(AUBKD). Kemendikbudristek berupaya mengajukan SINDE sebagai aplikasi

sejenis AUBKDSRIKANDI melalui langkaHangkah strategis sesuai ketentuan

yang diatur di dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018

O$Al ATl EAl )1 OOAT OE 0O0OAO AAT oAl AOET OAE
umum, Instansi Pusat dan Pemerintah Daeraldapat menggunakan aplikasi

OAEAT EO AAT CAl ADPI EEAOE Oi O6i 86 3A1I AT EOOT L
Nomor 95 Tahun 2018 yang mensyaratkan penyesuaian proses bisnis dan fungsi

pada aplikasi sejenis serta perolehan pertimbangan dari Menteri Komunikadan
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Informatika (Menkominfo) untuk dapat menggunakan aplikasi sejenisSaat ini,
Kemendikbudristek telah memenuhi persyaratan penyesuaian proses bisnis dan
fungsi kearsipan, tetapi masih berproses dalam memperoleh pertimbangan
Menkominfo karena menunggu penerapan interoperabilitas melalui Application
Programming Interface (AR) yang dibutuhkan untuk integrasi/keterhubungan
layanan SINDE ke SRIKANDI melalui fasilitasi SRIKANDI versi 3.

c Inventarisasi/pendataan PTN belum terlaksana secara optimal.Untuk
mendorong pengoptimalan penggunaan SINDE di PTN berdasarkan skala
prioritas, Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa mengidentifikasi kesiapan
PTN dalam implementasi SINDE di unit kerja, tetapi masih terdapat sejumlah
PTN yang belum mengisi formulir pendataan. Hal ini mengakibatkan tim
pengelola SINDE belum dapat melaksanakan aksi tindak lanjut terhadap
penggunaan SINDE di lingkungan PTN.

2. Tidak adanya kegiatan monitoring dan evaluasi bagi arsiparis yang sudah mengikuti
Bimtek tersebut sehingga belum terlihat output (tindak lanjut) maupun outcome
(manfaat) dari Bimtek Digitalisasi Arsip bagi satker masingnasing.

3. Dalam rangka pengawasan kearsipan internal, kendala yang dihadapi adalah masih
ada beberapa unit pengolah yang masih harus diminta untuk melakukan
pemberkasan arsip aktif dari hasil kegiatan di unit kerjanya, yang akhirnya daftar
arsip aktif yaitu berupa daftar berkas dan daftar isi berkas belum mencerminkan
semua kegiatan yang terdapat di unit kerjanya. Untuk di unit kearsipan, masih ada
unit kerja yang masih belum memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah setiap 6
bulan setelah kegiatan, sehingga daftarsip inaktifnya masih harus dibuat untuk
memenuhi aspek pengawasan di penyusutan arsip.

4. Terdapat rekomendasi hasil akreditasi Unit Kearsipan Kemendikbudristek adalah:
a. Menambahkan muatan materi dalam kebijakan sistem klasifikasi dan

keamanan klasifikasi arsip dinamis, dan kebijakan pengelolaan arsip vital
terkait dengan penataan arsip vitaj

b. Muatan materi terkait peran atau tanggung jawab pengelolaan arsip elektronik

c. Melaksanakan pemberian penghargaan terhadap penyelenggaraan kearsipan

d. Berkoordinasi dengan unit pelayanan informasi publik (PPID) terkait Daftar

Arsip yang akan Informasi Publik
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e. Unit Kearsipan Kemendikbudristek agar memenuhi jumlah kebutuhan arsiparis

sesuai dengan hasil analisis kebutuhan arsiparis baik kategori keahlian dan
keterampilan;

f. Agar segera mengikutsertakan diklat fungsional arsiparis tingkat ahli atau
terampil yang diselenggarakan oleh ANRI dan diusulkan untuk mengikuti
sertifikasi oleh ANR}

g. Agar mengikutsertakan fungsional umum (pengelola arsip) untuk mengikuti
diklat teknis bidang kearsipan

h. Rekomendasi untuk sarana dan prasarana Unit Kearsipan, agar memasang
sekat pada ruang penyimpanan arsip yang bertujuan untuk pembatasan ruang
penyimpanan arsip tidak menyatu ruang lainnya, memasang sprinkler system,
alat pendeteksi asap pada ruang arsjp

i. Agar ruang penyimpanan arsip dilengkapi dengan peralatan penyimpanan arsip
media baru

5. Masih terbatasnyakuota untuk peserta yang akammengikuti uji kompetensi Jabatan

Fungsional Arsiparis

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi
permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja

dapat tercapai antara lain

1. Terkait kendala penggunaan SINDE di PTN, Tim Pengelola SINDE di Biro Umum dan

Pengadaan Barang dan Jasa melakukan +mall sebagai berikut:

a Melakukan koordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui
surat Nomor 119011/A.A7/TU.01.01/2023 tanggal 13 Juni 2023 hal
Penyelenggaraan Kearsipan Kemendikbudristek terkait rencana revisi
Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Peyelenggaraan Kearsipan
Kemendikbudristek agar dapat mengakomodasi urusan substangiengelolaan
kearsipan diPTN,

b Menyiapkan rumusan pengembangan fitupenomoran customyang diterapkan

pada aplikasi SINDE baru versi website dan dieksekusi di semester | tahun 2024;
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¢ Melaksanakankoordinasi secara intensif dengan Admin Unit Ditjen Diktiristek
terkait penggunaan SINDE di PTN;

d Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Pusat Data dan Teknologi
Informasi Kemendikbudristek terkait pemenuhan persyaratan teknologi dan
keamanan aplikasi SINDE yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Kemkominfo), Badan Siber dan Saifi Negara (BSSN), dan Badan
Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka mendapatkan pertimbangan
Menkominfo untuk penetapan SINDE sebagai aplikasi sejenis dengan
AUBKD/SRIKANDI.

2. Perlu adanya program kegiatan tindak lanjut dari Bimtek Kearsipan tersebut dalam
bentuk Monitoring dan Evaluasi dari kegiatan Bimtek.

3. Melaksanakan uji kompetensi Arsiparis.

4. Koordinasi pengelolaan arsip dinamikkemendikbudristek.

5. Pemenuhan rekomendasi hasil akreditadtearsipantahun 2023 untuk dilaksanakan

pada ahun 2024.

Meningkatnya tata kelola Biro Umum dan PBJ

Sasaran Kegiatan (SK) meningkatnya tata KeloBiro Umum dan Pengadaan Barang
dan Jasamemiliki 2 indikator kinerja yaitu IKK Predikat SAKIP Biro Umum dan
Pengadaan Barang dan Jasainimal BB berhasil terpenuhi100% dengan predikat A
dan skor 90. dan Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RK®L Biro Umum dan

Pengadaan Barang dan Jasainimal 94 tercapai 105% dengan hasil penilaian 8,38.

Predikat SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa minimal

BB
0AT AOADPAT OEOOAI AEOiI OAAEI EOAO EET AOEA AEA/
cw 4AEOT c¢mpt !'CBAQOTOOMIAE I3EROA@AI+ET AOEA )1 O0AT
3EOOAI ' EOT OAAEI EOAO )i OOAT OE o0Ai AOET OAE
AEOEOEOAOR Al AOh AAT DHOI OAAOO AEOAT AAT ¢ Ol
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Metode Perhitungan

Evaluasi Pelaporan Pengukuran

Perencanaan
Kinerja
(25%)

Kinerja
(15%)

Kinerja
(30%)

Kinerja
(30%)

Tahun 2023 Target
Indikator Kinerja Kegiatan Real|sa5| Renstra
Predikat SAKIP Biro Umum dan PBJ 100%
minimal BB (88,03)

Tabel 36 Capaian Renstra Indikator Kinerja 3

Pada tahun 203 Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jaszendapatkan nilai

sebesar90 naik dari tahun sebelumnya yaitu 8,05 dengan rincian sebagai berikut

27% 13.5% 22.5%

Evaluasi
Pengukuran Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja

Kinerja Kinerja Kinerja
Internal

Ketercapaian target ini, dimungkinkan karena adanya komitmen pimpinan dalam

melaksanakan akuntabilitas kinerjaBiro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa




Program/kegiatan terkait yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian
target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain

1. Kenaikan pangkat pegawai Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

2. Kenaikan Gaji Berkala pegawai Biro Umum dan Pengadaan Barang dan ;Jasa

Gambar 3.D Bantuan ke warga satuan Pendidikan yang terdampak bencana gempa
Cianjur

3. Pengelolaan tenaga ASN (PPNPN) d@utsourcing

4. Penyusunan Peta Jabatan di lingkungan Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

5. PenelaahanCascadingsasaran Kinerja Pegawai (SKP) di lingkungan Biro Umum dan
PengadaarBarang dan Jasa

6. Evaluasi Organisasi di lingkungan Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

7. Evaluasi Penliaian Reformasi Birokrasi tematik dan penyelarasan dengan Indikator
Kinerja Kegiatan tahun 2023

8. Pemutakhiran POS AP di lingkungan Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
tahun 2023;

9. Penyusunan RKAKL Tahun Anggaran 2024 Biro Umum dan Pengadaan Barang dan
Jasa

10. Penyusunan Baseline Tahun Anggaran 2025 Biro Umum dan Pengadaan Barang dan

Jasa
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MERDEKA
BELAJAR

WORKSHOP PERHITUNGAN PAJAK PROGRESIF
KINERJA
T JENDEISL

Gambar 3.1 Workshop perhitungan pajak progressif atasunjangan kinerja dilingkungan

Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek

11.Penyusunan Perjanjian Kinerja Revisi Tahun Anggaran 2023 Biro Umum dan
Pengadaan Barang dan Jasa

12.Penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 Biro Umum dan Pengadaan
Barang dan Jasa

13.Pengumpulan dokumen tindak lanjut temuan BPK atas laporan keuangan tahun
2022;

14.Pelaksanaan upacara kedinasan
diantaranya Hari Guru Nasional ||
dan KORPRI

15.Pelaksanaan GERMAS (senan
dan Fitnes)dan MCU

16.Penuntasan Substansi Petunjuk

Teknis Penyelenggaraan '

Program SPAB Gambar 312 Rapat dengan PT. Danone terkagtr
bersih

17.Tindak lanjut arahan presiden

tentang pendidikan kebencanaan
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18. Kajian resiko gempa bumi, kebakaran dan bencana hidrometeorolqgi

19.Upaya Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan
(K3L) dilingkungan Kemendikbudristek;

20.Kajian Model Manajemen Penanggulangan Bencana di Area Perkantgran

21.Penyusunan Standar Operasional Standar Kedaruratan Gempa Bumi dan Kebakaran
dilingkungan Kemendikbudristek;

22.Penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan Sekretaris Jenderal tentang
Pedoman Penyelenggaraan K3 di Lingkungan Kemendikbudristek

23.Pelaporan Kejadian Bencana dan Penyediaan Data Kebencanaan di Pendidikan

24.Pembahasaan perjanjian kerjasama dengan Yayasan Peta Bencana

Gambar 3.B Kegiatan dalam PemuliharPembelajaran

25.Finalisasi Surat Edaran Mendikbudristek tentang Penanganan Pendidikan pada
daerah terdampak Asap

26. Persiapan Agenda Pengurangan Risko Bencana (PRB) Nasional 2023

27.Pemutakhiran Integrasi Dapodik kedalam InaRISK dan rencana pengembangan
dashboard

28.Evaluasi Penyelenggaraan Program SPAB oleh Pemerintah Daerah




Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi
dalam upaya pencapaian target antara lain

1. Berkas pengajuan kenaikan gajlan tunjangan kinerja yangdisampaikan melalui

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa sering tidak lengkap

Gambar 3.4 Kegiatan upacara kedinasan

2. Perlu Pengembangan Kompetensi tenaga AStn Non ASNdi lingkungan Biro

Umum danPengadaan Barang dan Jasa

3. Penyesuaiarkembali cascadingatas Sasaran Kinerja PegawdiSKP) pada masing
masing substansi dBiro Umum dan PB3esuai dengan peraturan terbaruy

4. Banyak POS AP yang perlu penyesuaian dengan SOTK terbaru
Terdapat blokir anggaran belanja barang dan belan@modal pada Tahun Anggaran
2023 di Biro Umum danPengadaan Barang dan Jasehingga perlu menyesuaikan
waktu pelaksanaan kontrak

6. Dalam penyusunan baseline TA 2025 untuk informasi jumlah/tambahan pegawai
ASN masih belum adadan menunggu informasi dari Biro SDNI

7. Belum adanya pendampingan penanggulangan bencana pada sekolah yang tidak

terkena bencana
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8. Pelaksanaan simulasi bencana kepada para pegawai di lingkungan
Kemendikbusristek belum optimal;

9. POKedaruratan bencana di lingkungan Kemendikbudristebelum adg

10. Identifikasi kebutuhan dan hathal apa saja yang harus disiapkan baik dari sisi
prosedur operasi standar (POS) kedaruratan, ketersediaan sarana prasarana
penunjang keselamatan, tim siaga bencana yang terlatih, edukasi, sosialisasi dan

latihan kesiapsiagaan kepada seluruh pegawai Kemendikbudristek belum

tersedia;

Gambar 3.5 Kegiatanupcarakedinasan

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi
permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja

dapat tercapai antara lain

1. Penyiapan berkas Kenaikan Gajidan Tunjangan Kinerja Berkala dapat
disampaikanlebih awal,
2. Merencanakan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pegaw&N dan Non

ASN
3. Pelaksanaan dialog kinerja sesuai dengan PermenpanRBmor 6 tahun 2022

tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.




4. Penyesuaian Kembali POS AP sesuai dengan SOTK terbaru Permendikbudristek
Nomor 28 Tahun 2021,

Gambar 3.16 Sosialisasimigrasi dan penggunaan aplikasi gaji modul satker web

5. Melakukan koordinasi dengan Biro SDM dalam rangka memproyeksikan
kebutuhan ASN di lingkungan Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun
2025;

6. Melakukan revisi petunjuk teknis tentang penyelenggaraan progranSPABdan
pendampingan kepada pemerintah daerahserta satuan pendidikan untuk
melaksanakan Permendikbud Nmor 33 tahun 2019.

7. Penyusunan SORedaruratan Gempa Bumi dan Kebakararserta kegiatankesiap

siagaan bencana di Lingkungan Kemendikbudristek secara rutin

8. Penyusunankebijakan K3 dan sosialisasi kepada selurupegawai di lingkungan
Kemendikbudristek.




Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA -K/L Biro Umum dan
Pengadaan Barang dan Jasa minimal 90

Kinerja Anggaran dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan
Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan R¥AL dievaluasi dalam rangka

pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja

Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun A

anggaran sebelumnya untuk menyusun Indikator Indikator

. . T Kinerja Atas  Kinerja atas
rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja  pgaisanaan  Hasil
Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran PXL%?;%?]&”

Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu

1 Aspek Konteks; __ 8
[_Indikator Penilaian Kinerja-J
— T~

2 Aspekimplementasi; dan

3 Aspek Manfaat

Evaluasi Efisiensi
Kinerja
Anggaran

Angga

Anggaran
LCIGEGET)
Perencanaan

Gambar 317 Variabel Aspek Implementasi Evaluasi Kinerja Anggaran

dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, Menteri
Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I,
dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi
Kinerja Anggaran sebaganana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit
eselon |, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang

berada dalam lingkup kewenangannya.
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Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKAL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh

Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan. Pada tahunZ&xarget Nilai

Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKWKL Biro Umum dan Pengadaan Barang dan

Jasaadalah 94, dan perolehan dari aplikasi Simproka per tanggaR9 Januari 2024

adalah98,38 atau 105% seperti terlihat pada diagram berikut
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Diagram 3.1 Evaluasi Nilai Kinerja Tahun 2023
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Diagram 3.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran [IKPA] Tahun 2023
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Capaian Nilai Kinerja Anggaraiiro Umum dan Pengadaan Barang dan Jgsada tahun

2023 adalah sebagai berikut:

EKA

99.92

NKA
gl 03.38

IKPA

r_Nilai Kinerja Anggaran Biro Umum dan PengadaBarang dan Jasa Tahun 2023I
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Target
Renstra
% 2024

Realisasi Tahun 202 3

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan

RKAK/L Biro Umum dan RengadaanBarang 96,45 94 98.38 105% 95
dan Jsaminimal 91

Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel 37 Capaian Renstra Indikator Kinerja 4




Pada tahun 203, capaian Nilai Kinerja Anggaramiro Umum dan Pengadaan Barang

dan Jasatelah mendapatkan nilai sebesar98,38 dari target tahun ini sebesar 9,
kenaikan nilai dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya komitmen yang berperan
penting dari pimpinan dan pegawai di lingkunganBiro Umum dan Pengadaan Barang

dan Jasa

Program/kegiatan terkait yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian

target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain

1. Inventarisasi DaftarBarangRuangan (DBR) BMN yang tercatat di lingkungan Biro
Umum danPengadaan Barang dan Japada aplikasi SIMAN;

2. Pengembangan Aplikasi SITAU BMang digunakan di lingkunganinternal Biro
Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

3. Proses Lelang Atas Kendaraan Dinasdarp) yang merupakan tindak lanjut dari
penelusuran dan penarikan atas temuan LHP BPK Tahun 2019 dimana Kendaraan
Tersebut tidak ditemukan dan atau dikuasi olb pegawai purna tugas

4. Alih Status atas BMN Berup®eubelair ke Biro umum Kemenkeudan ATR

Gambar 3.B Kegiatan Barang Milik Negara Biro Umum dan PBJ

5. Proses koordinasi dengan KPKNL dan BPN terk#iset tanah yang belum memiliki
sertifikat dengan kategoriK3 (bermasalah) diantaranya Tanah Wisma Argamulya,
Tanah Mess Cokroaminoto, Tanah Garuda 16 Tangerang Selatan

6. Pemutahiran Sertifikat Tanah Komplek PDK PejatenCililitan, Komplek PDK
Cirendeu, RN Cut Mutia, dan Rempoa;
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7. Penertiban pedangan liar di lingkungan komplekKemendikbudristek senayan

8. Pengamanan dan penguasaan fisik BMN berupa tanah dan bangunan di Komplek
PDK Cirendeu.

9. Pemanfaatan Sewa atas Tanah yang digunakan Yayasan Pendidikan Kita dan
Yayasan Bakti Idhata

10. Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan UMKdilakukan pemanfaatan sewa

ruang lantai basemen gedung F

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi

dalam upaya pencapaian target antara lain

1. Daftar Ruang sudah dikerjakan oleh Biro Umum daRengadaan Barang dadasa
Selaku satker Pencatat Aset Gedung, Namun untuk Daftar Barang merupakan
tanggungjawab dari satker pemilik barang. Jadi untuk Daftar Barang dimana
gedung/ruangan itu digunakan satker lain (gedung D, E & F) belum dilengkapi oleh
satker pengguna.namun untuk Gedung/ruang yang digunakan oleh Biro Umum
dan Pengadaan Barang dan Jasadah dilakukan penginputan Daftar Barang dan
Labeling Barang untuk daftar ruang Poliklinik Badan Bahasa, Itjen, Pusdiklat,
Pusdatin dan Pauddikdaddikmen belum dibuatkan oleh satker pemilik gedung,

2. Belum adanya nodul Aset Tetap pada aplikasi SITAU BMN,

3. Pengajuan sertifikat tanah yang berlokasi di Cokroaminoto Jakarta Pusat masih
terkendala permasalahan hukum sehingga belum kategori clean and clear untuk
diajukan tindaklanjut.

4. proses tindak lanjut data kategori aset bermasalah (K3) masih membutuhkan
persetujuan oleh 3 pihak yaitu kepala satker, KPKNL, dan BPN.

5. Pemutakhiran sertifikat tanah yang digunakan untuk sekolah negeri belum

diproses oleh Pemda DKI Jakarta.
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6. Surat Permohonan perubahan balik nama untuk BMN berupa tanah yang terletak

di jalan Cut Meutia Jakarta Pusat masih berproses di BPN Jakarta Pusgt.

Gambar 319 koordinasi keamanan dan ketertiban di kantor pusat

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi

permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja

1. Berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan BMN Selaku Pembina BMN
Kemendikbudristek, terkait daftar barang, Labeling Barang dan Daftar Ruang
yang mereka catat dalam Aplikasi SIMAN

2. Berkoordinasi dengan KPKNL dan BPN terkait BMN berupa tanah yang belum
bersertifikat ;

Berkoodinasi dengan pihak pengembang aplikaSITAU BMN

Berkoordinasi dengan Pemda DKWakarta untuk pemutakhiran sertifikat
tanah;




Gambar 3.20 Penataan ruang kerja Gedung C Lantai 14

C. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2023 sesuai
dengan Perjanjian Kinerja revisi adalah sebesar Rp3.773.916.000 dan
terealisasi sebesar Rp30.847.262.000 dengan presentase 945%. Pagu tersebut
digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) Sasaran Kinerja (SK) dan 4

(empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Persentase Pagu Anggaran 2023

Sisg
0,55%
Pagu
Realisasi Rp352.773.916.000 Rp1.926.653.703
99,45%

Realisasi ® Sisa
Gambar3.21 Realisasi Anggaramahun 2023




Pada tahun anggaran 202 Pagu Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
sesuai DIPA Nomor SP DIP®23.01.1.137590/2023 tanggal 30 November 2022
sebesar Rp3J0.044.733.000,00. Sampaidengan bulan Desember 202, telah
dilakukan revisi DIPA sebanyak R (tiga belag kali dan pagu anggaran menjadi
Rp352.773.916.000,00,00 dengan rincian sebagai berikut:

DIPA TANGGAL TOTAL PAGU KETERANGAN

Revisi 0 | 30 November 2022 | Rp 370,044,733,000 | DIPAO

Revisi 1 | 28 Desember 2022 | Rp 370,044,773,000 | Automatic Adjustment

Revisi 2 | 13 Januari 2023 Rp 370,044,773,000 | Pemutakhiran RPD

Revisi 3 | 13 Februari 2023 Rp 370,044,773,000 | Pemutakhiran RPD

Revisi 4 | 13 April 2023 Rp 370,044,773,000 | Buka Blokir reguler

Revisi 5 | 17 April 2023 Rp 370,044,773,000 | Pemutakhiran RPD

- : Pemutakhiran RPD dan

Revisi 6 | 14 Juli 2023 Rp 370,044,773,000 Realokasi 51 ke 52

Revisi 7 | 21 Juli 2023 Rp 347.778.215.000 | Realokasi AA keBA BUN

Revisi 8 | 18 Agustus 2023 Rp 347.778.215.000 | Relaksasi AA 52

Revisi 9 | 06 Oktober 2023 Rp 347.778.215.000 | Pemutakhiran RPD

Revisi 10 | 27 Oktober 2023 Rp 348.702.575.000 | Buka Blokir Reguler 53

Revisi 11 | 06 November 2023 | Rp 349.702.575.000 | F€nambahan Anggaran
Temu Bisnis Ke7
Realokasi anggaran dari

Revisi 12 | 16 November 2023 | Rp352.773.916.000 | satker Biro Perencanaan
(51) dan Pusdatin (52)

Revisi 13 | 19 Desember 2023 | Rp352.773.916.000 | Snyelesaian pagu minus
belanja pegawai

Revisi 14 | 27 Desember 2023 | Rp352.773.916.000 | -emutakhiranKPATahun
Anggaran2023

Tabel 38 Revisi DIPA Tahun 203

Atas anggaran tersebut didapatkan capaian sebesar 350.847.262.297,00 dengan

persentase capaian anggaran sebesa® 95%.
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Realisasi

Pagu Awal

Pagu Revisi
Terakhir

Rp352.773.916.000,0

Rp350.847.262.297,0

Gambar 322 Pagu Anggaran Biro Umum dan PBJ TA 2B2

Capaian anggaran digunakan untuk pembiayaan 2 (du&psaran Kegiatandengan 4

(empat) indikator kinerja kegiatan. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing

masing sasaran/indikator kinerja.

No

Sasaran Kegiatan

[SK 1]
Meningkatnya

Indikator Kinerja
Kegiatan
[IKK 1.1] Persentase
Optimalisasi Fungsi

Alokasi Anggaran

Realisasi Anggaran

%

il e UKPBJ Rp10.334.953.000 | Rp10.279.017.673 | 99 46%
ketatausahaan serta | Kemendikbudristek
1 pengadaan barang | [IKK 1.2] Jumlah
dan jasa bidang unit kerja yang
pendidikan, mengimplementasik | Rp3.588.606.000 Rp3.539.894.211
kebudayan, riset, an sistem naskah S
dan teknologi dinas elektronik
[IKK 2.1] Predikat
SAKIP Biro Umum
dan Pengadaan Rp14.512.746.000 | Rpl4.329.739.478 | 99.42%
[SK 2] Barang dan Jasa
Meningkatnya tata | minimal BB
2 kelola Biro Umum [IKK 2.2] Nilai
dan Pengadaan Kinerja Anggaran
Barang dan Jasa ;tzzmagiinaa" Rp324.337.611.000 | Rp.322.698.610.935 | 99 46%
Umum dan PBJ
minimal 90

Tabel 39 Realisasi Anggaran IKK Biro Umum dan PBJ TA 202




Efisiensi Anggaran

Pada tahun 203, Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasdah melakukan

efisiens anggaran dengan total sebesar Rp926.653.703,00. Hasil efisiensitersebut

dirinci sebagai berikut:

No

Indikator Kinerja
Kegiatan

Capaian

Efisiensi

1

[IKK 1.1] Persentase
Optimalisasi Fungsi UKPBJ
Kemendikbudristek

Berhasil mendapatkan
persentase capaian sebesar
99,46% dengan realisasi
anggaran sebesar
Rp10.279.017.673; sedangkan
sesuai perencanaan capaian ini
seharusnya menghabiskan
anggaran sebesar
Rp10.334.953.000-

Rp55.935.327;

[IKK 1.2] Jumlah unit kerja
yang mengimplementasikan
sistem naskah dinas
elektronik

Berhasil mendapatkan
persentase capaian sebesar
98,64% dengan realisasi
anggaran sebesar
Rp3.539894.211;, sedangkan
sesuai perencanaan capaian ini
seharusnya menghabiskan
anggaran sebesar
Rp3.588.606.000,

Rp48.711.789;

[IKK 2.1] Predikat SAKIP
Biro Umum dan Pengadaan
Barang dan Jasa minimal BE

Berhasil mendapatkan
persentase capaian sebesar
99,42% dengan realisasi
anggaran sebesar
Rpl4.329.739.478; , sedangkan
sesuai perencanaan capaian ini
seharusnya menghabiskan
anggaran sebesar
Rpl14.412.746.000;

Rp33.006.522;

[IKK 2.2] Nilai Kinerja
Anggaran atas Pelaksanaan
RKAK/L Biro Umum dan
PBJ minimal 90

Berhasil mendapatkan
persentase capaiarsebesar
99,46% dengan realisasi
anggaran sebesar
Rp322.698.610.935; , sedangkan
sesuai perencanaan capaian ini
seharusnya menghabiskan
anggaran sebesar
Rp324.437.611.000;

Rp1.739.000.065

Total

Rp1.926.653.703

Tabel 310 Efisiensi anggaran Biro Umum dan PBJ tahun 282
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Pada tahun 203, Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasalah melakukan

refocussinganggaran dengan total sebesaRp34.173.099.00000. Hasil refocussing

tersebut dirinci sebagai berikut:

1 | Realokasi Anggaran dari | Untuk mendukung pencapaian

Belanja Pegawai ke kinerja Kementerian atas kelebihan
Belanja Barang anggaran Belanja Pegawai di
Operasional alokasikan untuk memenubhi

kebutuhan kekurangan pada
Belanja Barang Operasional yaitu
pengadaan perlengkapan
pendukung yang berupa belanja
sewa dan belanja jasa lainnya
dalam pemenuhan kegiatan
upacara kedinasan, perjalanan
dinas Menteri dan dalam
pemenuhan Penerimaan
tamu/delegasi/misi Menteri.

2 | Realokasi AA ke BA BUN| Berdasarkan surat Menteri
Keuangan Nomor S
557/MK.02/2023 bahwa terdapat
anggaranAutomatic Adjustment
belanja pegawai Biro Umum dan
Pengadaan Barang dan Jasa yang
tercantum dalam halaman IV DIPA
yang di realokasikan ke Bagian
Anggaran Bendahara Umum
Negara (BA BUN).

3 | Realokasi BelanjaModal | Pemenuhan kebutuhan Alat

Rp6,578,296,000

Rp22.266.558.000

KendaraanDinas Kesehatan guna peningkatan
Operasionalke Belanja | kualitas pelayanan dan
Modal Alat Kesehatan | pertolongan pertama Poliklinik di Rp332.544.000

lingkungan Kemendikbudristek .

4 | Realokasi Belanja 001 Penambahan kebutuhan
dari Balai Pembiayaan pembayaran listrik
Pendidikan Tinggi
(BPPT) Ke Belanja
Operasional Biro Umum
dan PBJ

5 | Realokasi Anggaran dari | Pelaksanaan Temu Bisnis ke Tujuh
Puslapdik dan Pusdatin | untuk mensukseskan mstruksi

ke Biro Umum dan PBJ | Presiden Nomor 2 Tahun 2022
tentang Percepatan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negerii Rp3.000.000.000
dan Produk Usaha Mikro, Usaha
Kecil, dan Koperasi dalam rangka
menyukseskan Gerakan Nasional
Bangga Buatan Indonesia pada

Rp924.360.000
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Pelaksanaan Pengadaan
Barang/JasaPemerintah dalam
rangka mendukung implementasi
program aksi afirmasi pembelian
dan pemanfaatan produk dalam
negeri (PDN) pada belanja K/L,
Pemda, dan BUMN

6 | Realokasi belanja Pemenuhan kebutuhan belanja Rp1.071.341.000
pegawai dariBiro tunjangan kinerja PNS dan PPPK
Perencanaan ke belanja | jabatan fungsional tertentu tentang
pegawai Biro Umum dan | Peraturan Menteri PAN RB Nomor
PBJ 34 Tahun 2011 dan Peraturan
Menteri PAN RB Nomor 39 Tahun
2013

Total Rp34.173.099.000

Tabel 3.11 Efisiensi anggaran Biro Umum dan PBJ tahun 282

D. Inovasi

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun

2023, berbagai inovastelah dilakukan untuk meningkatkan layanan baiknternal

maupun eksternal

1. Pengembangan menu arsip pada SINDE
Pengelolaan arsip digital yang diterapkan melalui menu Arsip pada SINDE
dilakukan untuk memfasilitasi proses bisnis pengelolaan arsip dinamis
(penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dapenyusutan arsip). Inovasi ini
diperlukan karena mempertimbangkan beberapa hal antara lain penyelamatan
arsip, semakin tingginya pertumbuhan volume arsip dalam
organisasi/instansi, terciptanya arsip-arsip elektronik melalui sistem dalam
melakukan komunikas kedinasan, dan tuntutan era digitalisasi untuk
penguatan tata kelola pemerintahan.
Dengan adanya menu Arsip pada SINDE, pegawai menjadi lebih terdorong
untuk melakukan kegiatan pengelolaan arsip dinamis secara tertib dan sesuai
ketentuan yang dimulai dari tahapan penciptaan (registrasi naskah dinas
masuk dan keluar) sampai dengan penyusan. Hal ini berdampak pada
pengoptimalan penggunaan SINDE di unit kerja Kemendikbudristek.
Dokumentasi terkait inovasi pengembangan menu arsip yang sudah dilakukan

adalah sebagai berikut:
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Saring Tanggal

Aktif Inaktif

Klasifikasi  Kode Berkas No Berkas

Tampilkan 10~

TU.01.04 04FDB2D6- 74716
2FGE-40D0-
B392-
855644AF56E3

TU.01.04 FTF4BOC1- 74616
0023-4D2D-
9708-
01E4CB240524

1-10 dari 58 data

Tambah Arsip

Indeks (kata Tanggal Tanggal
tangkap/kata Jumlah Tanggal Retensi Retensi
Nama Berkas Kurun Waktu kunci) Item Arsip Aktif Inaktif
pemusnahan arsip pemusnahan, arsip 0 ltem 14 Des 2023 14 Des 2025 14 Des 2028
BIRO UMUM DAN
PENGADAAN
BARANG DAN
JASA
pembinaan 7 Des 2023 kearsipan, usul 4 ltem 6 Des 2023 6 Des 2025 6 Des 2028
kearsipan dan sd musnah
penilaian arsip 5 Des 2023
BIRO UMUM DAN
PENGADAAN
BARANG DAN

cn23456>

aftar

Nama Arsip®

Lokasi Penyimpanan®

Filing Cabiner

Laci”

Folder*

Deskripsi®

Indeks (kata
tangkap/kata kunci)

Tanggal Arsip*

Dasar Hukum*

-- Pilih Lokasi Arsip - v

-- Pilih Dasar Hukum -- w“




Pemindahan Arsip

Tampilkan 10~

Draf Diusulkan Diverifikasi Direvisi Diterima Tunggu Diselesaikan Selesai
Nama Usulan Keterangan Nama Arsip Status Arsip
usulsn pindah usulan pindah birg umum « DRFP Pengelolaan Persuratan
(BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA)

Status Usulan: Draf

Coba Pindah 1 Coba Pindah 1
(BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG DAN

JASA)

Status Usulan: Draf

Coba Pindah 1

Usul pindah ke Pusat Arsip UK Il Kepmendikbud ttg pedoman pelaksanaan penyediaan
(BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG DAN buku bacaan anak-anak sekolah dasar

JASA)

Status Usulan: Draf

Kepmendikbud tig pembentukan tim pengelola SPP

Ann MDD Ineditt Dartaninn Dannar takin ninran

Menampilkan 4 dari 4 data

Daftar Usulan Pencarian

Musnah Arsip

Tampilkan 10~

Draft Diusulkan Diverifikasi Direvisi Dikirim ke ANRI Diterima ANRI Dimusnahkan

Nama Usulan Keterangan Nama Arsip Status Arsip
Usulan Musnah Arsip periode Maret 2022 Usulan Musnah Arsip periode Maret 2022 + Arsip Percobaan Udin 1

(BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG DAN

JASA)

Status Usulan : Draf

test 1 november test 1 november « Arsip Percobaan Udin 1
(BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG DAN

JASA)

Status Usulan : Draf

test arsip yang akan dimusnahkan » Arsip Percobaan Udin 1
(BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG DAN

JASA)
Status Usulan : Draf

Menampilkan 4 dari 4 data

Daftar Usulan Pencarian...

Serah Arsip

Tampilkan 10

Diusulkan Dikirim ke ANRI Diterima ANRI Diserahkan

Nama Usulan Keterangan Nama Arsip Status Arsip

Operator Kearsipan

Farah Amalia Triyani
Operator Kearsipan Biro Umum dan ‘

Pengadaan Barang dan Jasa B —
—
M Beranda —
& Arsip <
Daftar Arsip Pemindahan Arsip Informasi Arsip Daftar Permintaan Pinjam
= Data Referensi <

Ko Panduan Pengguna

P

SINDE

Legacy




G G —

2. Aplikasi Sistem Informasi Pengelola Pengadaan Barang Jasa (SIPPBJ).
Sistem Informasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (SIPPBJ) adalah sistem
daring dalam kewenangan, penguasaan, dan kepemilikan oleh
Kemendikbudristek yang bertujuan untuk mempermudah manajemen,
koordinasi, pengendalian, maupun transfer informasi terkaitPengelolaan
Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (SDM PBJ) di lingkungan
Kemendikbudristek.
Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai salah satu satuan kerja di
lingkungan Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi memiliki peran aktif dan posisi yang sangat strategis dalam
memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas layanan ketatausahaan
serta pengadaan barang dan jasa bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan
teknologi. Oleh karenanya dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi dalam
melayani seluruh satuan kerja di seluruh provinsi di Indonesia digrlukan
koordinasi secara terpusat pada Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa.
Koordinasi secara terpusat diperlukan untuk membagi tugas secara merata
terhadap seluruh sumber daya manusia yang dimiliki khususnya untuk jabatan
fungsional Pengadaan Barandan Jasa (PBJ).
Pembagian tugas yang merata dilakukan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan
Jasa (UKPBJ) Kemendikbudristekristek melalui pembentukan dan penetapan
anggota Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) pada satuan kerja di
lingkungan Kemendikbudristek. Dengan hAnyaknya satuan kerja di seluruh
provinsi di Indonesia diperlukan suatu sistem informasi yang sistematis dan
teratur yang dimaksudkan untuk melakukan pengelolaan barang dan jasa
secara akurat, autentik dan cepat. Untuk itu, Biro Umum dan Pengadaan Barang
dan Jasa (Biro Umum dan PBJ) melakukan inovasi pengelolaan kepokjaan
melalui Sistem Informasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (SIPPBJ)
Kemendikbudristekristek.
Beberapa dampak atas pengembangan aplikasi SIPPBJ sebagai inovasi antara
lain adalah sebagai berikut:
a. Terfasilitasinya fungsifungsi - yang dibutuhkan dalam manajemen

penugasan Jabatan Fungsional PPBJ dalam bentuk aplikasi berbasis web

LAPORAN KINERJA BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2023




(daring) yang dikemas dengan tampilan/ antarmuka yang menarik,
informatif dan modern;

b. Memudahkan koordinasi dan penugasan bagi para Jabatan Fungsional PPBJ
(Jabfung PPBJ)

c. Mempermudah akses pencarian data Jabatd&ungsional PPBJ pada setiap
satuan kerja, Paket yang dikerjakan, pendataan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), Pejabat Pengadaan (PP) dan SK Pokja yang sudah dibuat

d. Mempermudah UKPBJ dalam melakukan kontrol terhadap pengadaan
barang/jasa yang berjalan serta pemerataan tugas JF PPBJ yang tersebar
diseluruh satuan pelaksana.

Dokumentasi terkait inovasi tersebut

a. SIPPBJ memiliki fitur Monitoring Dashboard untuk menampilkan sebaran

SDM PBJ dan Satker yang dilayani di seluruh Indonesia.
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b. SIPPBJ memiliki fitur yang dapat menfasilitasi manajemen penugasan

personil UKPBJ yang bersangkutan.

Satpel V \ Satpel VI Satpel VIl Satpel VIII
@ Ust Ut

Manajemen Penugasan SOM UKPB, ahun 2023

JFPPBJTA 2023

Frekuensi Paket Setiap JFPPE) (Selesai Diproses)
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c. SIPPBJ memiliki fitur yang dapat memonitor jumlah paket berdasarkan

jenis dan metode pemilihandi lingkungan Kemendikbudirstek.

Jenis Pengadaan -

lenis Pengadaan Jumilah -

Barary o 0

Jasa Konsultansi 31 me
Jarsa Konstruk 14 12
la 12 103
Tetal 17 100

aLa




E. Penghargaan

Pada tahun2023, Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa mendapatkan
penghargaansebagai berikut
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Tabel 3.12 Penerimaan Penghargaan Biro Umum daneRgadaanBarang danJsatahun 2023

Gambar3.24 Penerimaan Penghargaaf?3DNBiro Umum dan RngadaanBarang danJasatahun 2023
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ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Riagam Renghargaan

Nomor : AK.01.00/113/2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
dan Keputusan Kepala Arsip Nasional Indonesia Nomor 496 Tahun 2022,
dengan ini Kepala Arsip Nasional Republk Indonesia memberikan penghargaan kepada:

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
sebagai Kementerian yang memperoleh Peringkat 11
dengan kategori A\ “Sangal Memuaskan™
berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022

Jakarta, 2 Mei 2023
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia,

Gambar3.25 Penerimaan Penghargaadrsip Nasional RIBiro Umum dan PBJ tahun 202




Gambar3.26 Penerimaan Penghargggmsip ‘Nasignal RIBiro Umum dan PBJ tahun 202
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